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BUPATI SERDANG BEDAGAI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR <€ TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI SERDANG BEDAGAI,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Serdang
Bedagai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

bahwa atau dengan adanya Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 serta Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan
Bantuan  Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan
Gelombang III perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 53 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang
Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; '

Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 Dan/Atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan -
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan
Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/Atau
Menghadapi Ancaman Yang Membahayaan Perekonomian
Nasional; - ,

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif
dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang
menangani Corona Virus Disease (COVID-19);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang
Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan
Bantuan  Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan
Gelombang III Tahun Anggaran 2020;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor
177 /KMK.07/2020  tentang  Percepatan  Penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Diseas 2019
(COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian Nasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai; v

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor
11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 53 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 53 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Serdang
Bedagai Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Serdang Bedagai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

R Rt g o

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
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Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri

atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan asli daerah
b. Dana perimbangan

c. Lain-lain pendapatan daerah

yang sah

Jumlah pendapatan

2. Belanja

a. Belanja tidak langsung

1)Belanja pegawai
2) Belanja hibah
3) Belanja bantuan sosial
4) Belanja bagi hasil

5) Belanja bantuan keuangan Rp

6) Belanja tidak terduga

b. Belanja langsung
1) Belanja pegawai

2)Belanja barang dan jasa
3) Belanja modal

Jumlah belanja

Surplus/(defisit)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah pembiayaan neto

Rp 122.137.578.567,00
Rp 1.042.574.494.585,00

Rp 332.485.973.391,18

Rp 636.346.791.470,95
Rp 66.673.806.300,00
Rp  1.289.000.000,00
Rp  9.050.527.500,00

277.078.000.558,50

Rp 26.192.581.088,22
Rp  65.644.035.128,00
Rp 239.991.204.570,11

Rp 175.132.820.927,40

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp 1.497.198.046.543,18

Rp 1.016.630.706.917,67

Rp 480.768.060.625,51

Rp 1.497.398.767.543,18

Rp (200.721.000,00)
Rp 0,00
Rp 0,00
(Rp 0,00)
Rp 0,00

2. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

3. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut

dalam Lampiran,lL.yang..merupakan. ba
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4. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

Pelaksanaan perubahanpenjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

8. PAZZOF HOORDINAR Ditetapkan di Sei Rampah
f 3‘ }O\\ | pada tanggal /6 Ouli 2020
—_— A7 ,,,6,“? it BUPATI SERDANG BEDAGAI,
N p—
P O |
5 gekrefns T ]
. | T H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 16 Juli £o2po

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H. M. FAISAL HASRIMY
BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
NOMOR &8 -

KABAG
| HUmUM |
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